
S ALIN AN

BUPATI PACITAN 
PROVINSIJAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
DAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 
Indikator Kineija Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, 
Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk 
Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah 
(SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator 
Kineija Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021- 
2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 
Penetapan Indikator Kineija Utama di Lingkungan Instansi 
Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan 
Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2011 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 
Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR 
KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

DPRD Kabupaten Pacitan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten 

Pacitan.



6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Daerah 
Kabupaten Pacitan untuk periode 5 (lima) Tahun.

7. Instansi Pemerintah Kabupaten adalah sebutan kolektif dari unit organisasi 
pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, serta lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi 
pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah.

8. Kineija Instansi Pemerintah Kabupaten adalah gambaran mengenai tingkat 
pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran 
dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengidentifikasikan 
tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai 
dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

9. Indikator Kineija Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran 
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

10. IKU Pemerintah Kabupaten adalah ukuran keberhasian dari suatu tujuan 
dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten.

11. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan 
sasaran strategis Perangkat Daerah.

12. Indikator Kineija Daerah yang selanjutnya disingkat IKD adalah alat ukur 
kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah 
dilaksanakan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU dan IKD di lingkungan instansi Pemerintah Daerah adalah 
untuk:
a. memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil 

Bupati terpilih;
b. mengetahui informasi kineija yang penting dan diperlukan dalam 

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
c. mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran 

strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kineija dan 
peningkatan akuntabilitas kineija.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Indikator Kinerja meliputi:
a. IKU Pemerintah Kabupaten;
b. IKD Pemerintah Kabupaten; dan
c. IKU Perangkat Daerah.

(2) IKU Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.

(3) IKD Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini.

(4) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.



BAB III
PENGGUNAAN IKU

Pasal 4

IKU digunakan instansi pemerintah untuk:
a. perencanaan jangka menengah;
b. perencanaan tahunan;
c. penyusunan dokumen penetapan kineija;
d. pelaporan akuntabilitas kineija;
e. evaluasi kineija instansi pemerintah; dan
f. pemantauan dan pengendalian kineija pelaksanaan program dan kegiatan- 

kegiatan.

BAB IV
PENETAPAN IKU PEMERINTAH KABUPATEN, IKD PEMERINTAH KABUPATEN

DAN IKU PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Penetapan IKU dan IKD Pemerintah Kabupaten mengacu pada RPJMD 
Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

(2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Kabupaten 
dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

(3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja 
keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. IKU Pemerintah Kabupaten paling kurang memuat indikator hasil 

{outcome); dan
b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator keluar (output) 

sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
(4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ay at (2) juga mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:
a. kebutuhan informasi kineija untuk penyelenggara akuntabilitas 

kineija;
b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal6

(1) Pembinaan dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang 
membidangi evaluasi dan pelaporan kineija Perangkat Daerah.

(2) Pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi 
pengawasan.



BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggai 15 - 1 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggai 15 1 - 2022

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 8



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 
TAHUN 2021-2026

IKU PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

VISI •
• MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA dan BAHAGIA

MISI J Mewujudkan Percepatan Pem erataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dan M eningkatkan K ualitas 
Lingkungan Hidup

Kinerja Utama IKU P enjelasan /
Form ulasi

Perangkat Daerah 
Penanggungjawab Capaian 

Kinerja
Penyedia Data Capaian Keterangan

Utama Pendukung Utama Pendukung
1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur,
wilayah
berbatasan, dan 
kualitas 
lingkungan 
hidup secara 
akseleratif dan 
adil

Indek
Kepuasan
Layanan
Infrastruktur
(IKU)

Indeks Kepuasan Layanan 
Infrastruktur (IKLI) 
merupakan ukuran yang 
digunakan untuk mengetahui 
tingkat kepuasan masyarakat 
atas pembangunan 
infrastruktur oleh Pemerintah 
Pusat maupun Pemerintah 
Daerah. Pengukuran Indeks 
Kepuasan Layanan 
Infrastruktur memberikan 
informasi prespektif 
masyarakat secara objektif, 
komprehensif, dan kredibel, 
baik dalam aspek 
pembangunan fisik maupun 
aspek manfaat.

Dinas Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan Ruang 
Kabupaten Pacitan

Dinas
Perhubungan 
Kabupaten Pacitan

Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Pacitan

Dinas Perumahan, 
Kawasan
Permukiman dan 
Pertanahan 
Kabupaten Pacitan

Badan
Pusat
Statistik
Kabupaten
Pacitan

Dinas Pekeijaan 
Umum dan 
Penataan Ruang 
Kabupaten Pacitan

Dinas
Perhubungan 
Kabupaten Pacitan

Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Pacitan

Dinas Perumahan, 
Kawasan
Permukiman dan 
Pertanahan 
Kabupaten Pacitan

1. Survei IKLI
2. Standar 

Kepuasan 
Layanan 
Infrastruktur

3. Tingkat 
Kepuasan 
Layanan 
Infrastruktur



VISI : MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA dan BAHAGIA
MISI : Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak pada Nilai-Nilai Budaya Bangsa

Kinerja Utama IKU Penjelasan/
Formulas!

Perangkat Daerah Penanggungjawab  
Capaian Kinerja Penyedia Data Capaian Keterangan

Utama Pendukung Utama Pendukung
1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatkan 
daya saing 
Sumber Daya 
Manusia yang 
berbudaya dan 
bahagia

Indeks
Pembangunan 
Manusia (IPM)

__

IPM menjelaskan 
bagaimana 
penduduk dapat 
mengakses hasil 
pembangunan dalam 
memperoleh 
pendapatan, 
kesehatan,
pendidikan, dan 
sebagainya. IPM 
merupakan indikator 
untuk mengukur 
keberhasilan dalam 
upaya membangun 
kualitas hidup 
manusia
(masy arakat /  pendud 
uk). IPM dibentuk 3 
(tiga) dimensi dasar, 
umur panjang, hidup 
sehat, pengetahuan 
dan standar hidup 
layak.

Dinas Pendidikan 
Kabupaten Pacitan

Dinas Kesehatan 
Kabupaten Pacitan

Dinas Perdagangan 
dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Pacitan

Dinas Pengendalian 
Penduduk,
Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
Kabupaten Pacitan

Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan 
Pemuda dan 
Olahraga
Kabupaten Pacitan

Satuan Polisi 
Pamong Praja 
Kabupaten Pacitan

Dinas Sosial 
Kabupaten Pacitan

Badan
Pusat
Statistik
Kabupaten
Pacitan

Dinas Pendidikan 
Kabupaten Pacitan

Dinas Kesehatan 
Kabupaten Pacitan

Dinas Perdagangan 
dan Tenaga Keija 
Kabupaten Pacitan

Dinas Pengendalian 
Penduduk,
Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
Kabupaten Pacitan

Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan 
Pemuda dan 
Olahraga
Kabupaten Pacitan

Satuan Polisi 
Pamong Praja 
Kabupaten Pacitan

Dinas Sosial 
Kabupaten Pacitan

1. Angka 
harapan 
hidup

2. Harapan lama 
sekolah

3. Rata-rata 
lama sekolah

4. Pengeluaran 
perkapita

5. Indeks 
kesehatan

6 . Indeks 
pendidikan

7. Indeks paritas 
daya beli



Meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat dan 
pengentasan 
kemiskinan

Angka
kemiskinan

Untuk mengukur 
tingkat 
kesejahteraan 
masyarakat /  angka 
kemiskinan

Dinas Ketahanan 
Pangan dan
Pertanian 
Kabupaten Pacitan

Dinas Sosial
Kabupaten Pacitan

Dinas Perdagangan 
dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Pacitan

Badan
Pusat
Statistik
Kabupaten
Pacitan

Dinas Sosial
Kabupaten Pacitan

Dinas Perdagangan 
dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Pacitan

Survei Sosial 
Ekonomi 
Nasional 
(Susenas)

Dinas Koperasi 
Usaha Mikro dan 
Perindustrian 
Kabupaten Pacitan

Dinas Penanaman 
Modal dan
Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu
Kabupaten Pacitan

Dinas Perikanan 
Kabupaten Pacitan

Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan, 
Pemuda dan
Olahraga
Kabupaten Pacitan 

Dinas
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa Kabupaten 
Pacitan

Dinas Koperasi 
Usaha Mikro dan 
Perindustrian 
Kabupaten Pacitan

Dinas Penanaman 
Modal dan
Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu
Kabupaten Pacitan

Dinas Perikanan 
Kabupaten Pacitan

Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan, 
Pemuda dan
Olahraga
Kabupaten Pacitan 

Dinas
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa Kabupaten 
Pacitan



VISI MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA dan BAHAGIA
MISI • M eningkatkan Pertum buhan Ekonom i dari Sektor W isata dan Agraris yang Diidukung oleh  Sektor Unggulan Lainnya

Kinerja Utama IKU P enjeiasan /
Form ulasi

Perangkat Daerah 
Penanggungjawab Capaian Kinerja Penyedia Data Capaian Keterangan

Utama Pendukung Utama Pendukung
1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatkan 
daya saing 
perekonomian 
melalui 
pertumbuhan 
ekonomi 
berbasis sektor 
unggulan

Pertumbuhan
ekonomi

Perkembangan 
produksi barang dan 
jasa di suatu wilayah 
perekonomian pada 
tahun tertentu 
terhadap nilai tahun 
sebelumnya yang 
dihitung berdasarkan 
PDB/PDRB atas dasar 
konstan.

Dinas Koperasi, Usaha 
Mikro dan 
Perindustrian 
Kabupaten Pacitan

Badan Keuangan 
Daerah Kabupaten 
Pacitan

Dinas Ketahanan 
Pangan dan Pertanian 
Kabupaten Pacitan

Dinas Perikanan 
Kabupaten Pacitan

Dinas Perdagangan 
dan Tenaga Keija 
Kabupaten Pacitan

Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan, Pemuda 
dan Olahraga 
Kabupaten Pacitan

Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Pacitan

Badan
Pusat
Statistik
Kabupaten
Pacitan

Dinas Koperasi, Usaha 
Mikro dan 
Perindustrian 
Kabupaten Pacitan

Badan Keuangan 
Daerah Kabupaten 
Pacitan

Dinas Ketahanan 
Pangan dan Pertanian 
Kabupaten Pacitan

Dinas Perikanan 
Kabupaten Pacitan

Dinas Perdagangan 
dan Tenaga Keija 
Kabupaten Pacitan

Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan, Pemuda 
dan Olahraga 
Kabupaten Pacitan

Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Pacitan

1. Pendapatan 
nasional

2. Pendapatan 
perkapita

3. Tingkat 
pengangguran

4. Angka 
kemiskinan 
pendapatan 
nasional



VISI • MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA dan BAHAGIA
MISI • M enciptakan Birokrasi Pem erintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani

Kinexja Utama IKU P enjelasan/
Form ulasi

Perangkat Daerah Penanggungjawab Capaian
Kinerja Penyedia Data Capaian Keterangan

Utama Pendukung Utama Pendukung
1 2 3 4 5 6 7 8

Mewujudkan 
tata kelola 
pemerintahan 
yang inovatif, 
profesional dan 
responsif

Indeks
Reformasi
Birokrasi
(RB)

Indeks Reformasi
Birokrasi
menggambarkan
sejauh mana
instansi
pemerintah
melaksanakan
perbaikan tata
kelola
pemerintah yang 
bertujuan pada 
pemerintahan 
yang efektif, 
bersih dari KKN, 
dan memiliki 
pelayanan publik 
yang berkuahtas.

Badan Perencanaan 
Pembangunan dan Penelitian 
Pengembangan Daerah Kabupaten 
Pacitan

Inspektorat Kabupaten Pacitan

Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Pacitan

Sekretariat Daerah Kabupaten 
Pacitan

Badan Kepegawaian 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Kabupaten Pacitan

Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Pacitan

Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten 
Pacitan

Kecamatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Kabupaten Pacitan

Semua
Perangkat
Daerah

Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur
Negara dan
Reformasi
Birokrasi

Bagian
Organisasi
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Pacitan

Delapan area
perubahan RB:
1. Manajemen 

perubahan
2. Penataan 

peraturan 
perundang- 
undangan

3. Penataan dan 
penguatan 
organisasi

4. Penataan tata 
laksana

5. Penataan 
Sumber Daya 
Manusia

6. Penguatan 
akuntabilitas 
kinerja

7. Penguatan 
pengawasan

8. Peningkatan 
kualitas
pelayanan publik

BUPATI PACITAN

dengan aslinya 
^  ^  '"agian Hukum,

TORO, SH., M.Si
Pembina 

% 11214 200501 1 004

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 
TAHUN 2021-2026

IKD PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
VISI •

• MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA dan BAHAGIA
MISI • Mewujudkan Percepatan Pem erataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dan M eningkatkan K ualitas 

Lingkungan Hidup

Kinerja
Utama IKU P enjelasan/

Form ulasi

Perangkat Daerah 
Penanggungjawab Capaian 

Kinerja
Penyedia Data Capaian

K eterangan

Utama Pendukung Utama Pendukung
1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur,
wilayah
berbatasan,
dan kualitas
lingkungan
hidup secara
akseleratif dan
adil

Indeks
infrastruktur

Indeks infrastruktur adalah 
indeks yang menunjukkan 
kualitas pembangunan 
infrastruktur ditinjau dari 5 
(lima) aspek yaitu jalan dengan 
kondisi mantap, rumah tangga 
dengan aksek terhadap air 
minum layak, rumah tangga 
dengan akses terhadap sanitasi 
layak, keluarga pengguna listrik, 
dan kualitas sinyal telepon dan 
internet. Semakin tinggi nilai 
indeks infrastruktur suatu 
daerah, maka pembangunan dan 
ketersediaan infrastruktur 
berdasarkan lima aspek tersebut 
dikatakan tinggi

Dinas Pekeijaan 
Umum dan 
Penataan Ruang 
Kabupaten 
Pacitan

Dinas
Perumahan,
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan
Kabupaten
Pacitan

Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Pacitan

Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
Kabupaten
Pacitan

Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
Kabupaten
Pacitan

Dinas
Pekeijaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Kabupaten
Pacitan

Dinas
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan
Pertanahan
Kabupaten
Pacitan

Lembaga lain 
yang terkait

Variabel pada indeks
infrastruktur adalah:
1. Persentase jalan 

dengan kondisi 
mantap

2. Persentase rumah 
tangga dengan akses 
terhadap air minum 
layak

3. Persentase rumah 
tangga dengan akses 
terhadap sanitasi 
layak

4. Persentase keluarga 
pengguna listrik

5. Kualitas sinyal 
telepon dan internet 
di daerah

Indeks
kualitas

IKLH (Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup) merupakan

Dinas
Lingkungan

Dinas
Lingkungan

1. Laporan tahunan 
Perangkat Daerah dan



lingkungan gambaran atau indikasi awal Hidup Hidup Data Statistik
hidup yang memberikan kesimpulan Kabupaten Kabupaten 2. Komponen IKLH

cepat dari suatu kondisi Pacitan Pacitan adalah:
lingkungan hidup pada lingkup a. Indeks Kualitas
dan periode tertentu Udara

b. Indeks Kualitas Air
c. Indeks Tutupan

Vegetasi



VISI •
• MASYARAKAT PACITAN SBJAHTERA dan BAHAGIA

MISI : Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak pada Nilai-Nilai Budaya Bangsa

Kinerja Utama IKU P enjelasan/
Forxnulasi

Perangkat Daerah Penanggungjawab  
Capaian Kinerja Penyedia Data Capaian K eterangan

Utama Pendukung Utama Pendukung
1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatkan 
daya saing 
Sumber Daya 
Manusia yang 
berbudaya dan 
bahagia

Indeks
Pendidikan

Indeks Pendidikan 
merupakan indikator 
penting untuk mengukur 
keberhasilan dalam upaya 
pembangunan di sektor 
pendidikan.

Dinas Pendidikan
Kabupaten
Pacitan

Badan
Pusat
Statistik
Kabupaten
Pacitan

Dinas Pendidikan 
Kabupaten Pacitan

1. Angka 
harapan 
lama 
sekolah

2. Angka rata- 
rata lama 
sekolah

Meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat dan 
pengentasan 
kemiskinan

Indeks
Kesehatan

Indeks Kesehatan 
merupakan indikator 
penting untuk mengukur 
keberhasilan dalam upaya 
pembangunan di sektor 
kesehatan.

Dinas Kesehatan
Kabupaten
Pacitan

Badan
Pusat
Statistik
Kabupaten
Pacitan

Dinas Kesehatan 
Kabupaten Pacitan

Angka
Harapan
Hidup

Pengeluaran
Perkapita

Pengeluaran Perkapita 
adalah biaya yang 
dikeluarkan untuk 
konsumsi semua anggota 
rumah tangga selama 
sebulan dibagi dengan 
banyaknya anggota rumah 
tangga yang telah 
disesuaikan dengan paritas 
daya beli.

Dinas
Perdagangan dan 
Tenaga Kerja 
Kabupaten 
Pacitan

Badan
Pusat
Statistik
Kabupaten
Pacitan

Dinas Perdagangan 
dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Pacitan

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian 
Kabupaten Pacitan

Laporan
tahunan

Indeks
Pembangunan 
Gender (IPG)

IPG adalah indikator yang 
menggambarkan 
perbandingan (rasio) 
capaian antara IPM 
perempuan dengan IPM 
laki-laki. Penghitungan IPG 
mengacu pada metodologi

Dinas
Pengendalian 
Penduduk, 
Keluarga 
Berencana dan 
Pemberdayaan 
Perempuan dan

Badan
Pusat
Statistik
Kabupaten
Pacitan

Dinas Pengendalian 
Penduduk,
Keluarga Berencana 
dan Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
Kabupaten Pacitan

1. Jumlah 
penduduk 
laki-laki

2. Jumlah 
penduduk 
perempuan



Indeks
Kebahagiaan

yang digunakan oleh UNDP 
dalam menghitung Gender 
Development Index (GDI) 
dan Human Development 
Index (HDI) pada tahun 
2010. Perubahan metode 
ini merupakan penyesuaian 
dengan perubahan
metodologi pada IPM. 
Selain sebagai
penyempumaan dari
metode sebelumnya, IPG 
metode barn juga 
merupakan pengukuran 
langsung terhadap
ketimpangan antargender 
dalam pencapaian
pembangunan manusia. 
Indeks Kebahagiaan adalah 
ukuran tingkat
kebahagiaan penduduk, 
sebagai ukuran
kesejahteraan subjektif. 
Semakin tinggi nilai indeks 
kebahagiaan menunjukkan 
kondisi yang semakin 
bahagia. Pola yang searah 
bila indeks disandingkan 
dengan data indikator 
ekonomi makro
menunjukkan bahwa
kemajuan pembangunan 
ekonomi }'ang dilaksanakan 
telah beijalan seiring 
dengan peningkatan
kesejahteraan subjektif.

Perlindungan 
Anak Kabupaten 
Pacitan

Dinas Pariwisata,
Kebudayaan,
Pemuda dan
Olahraga
Kabupaten
Pacitan

Satuan Polisi
Pamong Praja
Kabupaten 
Pacitan

Dinas Sosial
Kabupaten
Pacitan

Dinas Pendidikan 
Kabupaten Pacitan

Dinas
Perdagangan dan 
Tenaga Keija 
Kabupaten Pacitan

Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Pacitan

Badan
Pusat
Statistik
Kabupaten
Pacitan

Dinas Komunikasi 
dan Informatika 
Kabupaten Pacitan

Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan, 
Pemuda dan
Olahraga
Kabupaten Pacitan

Survey
wilayah
{random
sampling)

Dinas Pendidikan 
Kabupaten Pacitan

Dinas Perdagangan 
dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Pacitan

Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Pacitan

di



Indeks Gini Untuk mengukur tingkat 
pemerataan pendapatan 
masyarakat/ tingkat
ketimpangan pendapatan 
secara menyeluruh.
Koefisien Gini berkisar 
antara 0 sampai 1. Apabila 
koefisien Gini bemilai 0 
berarti pemerataan
sempuma, sedangkan
apabila bemilai 1 berarti 
ketimpangan sempurna. 
Perubahan Gini Ratio 
merupakan indikasi dari 

pembahanadanya
distribusi
penduduk.
mengalami
berarti
pengeluaran

pengeluaran 
Gini Ratio 

penurunan 
distribusi 

penduduk
mengalami perbaikan.

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian 
Kabupaten 
Pacitan

Dinas Sosial
Kabupaten Pacitan

Dinas
Perdagangan dan 
Tenaga Keija
Kabupaten Pacitan

Dinas Koperasi, 
Usaha Mikro dan 
Perindustrian 
Kabupaten Pacitan

Dinas Penanaman 
Modal dan
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten 
Pacitan

Dinas Perikanan 
Kabupaten Pacitan

Badan
Pusat
Statistik

Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan, 
Pemuda dan
Olahraga
Kabupaten Pacitan

Dinas
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa Kabupaten 
Pacitan

Dinas Sosial
Kabupaten Pacitan

Dinas Perdagangan 
dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Pacitan

Dinas Koperasi, 
Usaha Mikro dan 
Perindustrian 
Kabupaten Pacitan

Dinas Penanaman 
Modal dan
Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu
Kabupaten Pacitan

Dinas Perikanan 
Kabupaten Pacitan

Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan, 
Pemuda dan
Olahraga
Kabupaten Pacitan 

Dinas
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa Kabupaten 
Pacitan

Jumlah
penduduk
berdasarkan
pengeluaran



VISI : MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA dan BAHAGIA
MISI : M eningkatkan Pertum buhan Ekonom i dari Sektor Wisata Agraris yang didukung oleh Sektor Unggulan Lainnya

Kinerja
Utama IKU P enjelasan /

Form ulasi

Perangkat Daerah Penanggungjawab  
Capaian Kinerja Penyedia Data Capaian Keterangan

Utama Pendukung Utam a Pendukung
1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatkan
daya saing
perekonomian
melalui
pertumbuhan
ekonomi
berbasis
sektor
unggulan

Pendapatan
Perkapita

Pendapatan Perkapita 
adalah pendapatan 
suatu daerah dibagi 
dengan jumlah 
penduduk 
pertengahan tahun.

Dinas Koperasi 
Usaha Mikro dan 
Perindustrian 
Kabupaten Pacitan

Dinas Sosial 
Kabupaten Pacitan

Dinas Perdagangan 
dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Pacitan

Dinas Ketahanan 
Pangan dan Pertanian 
Kabupaten Pacitan

Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Pacitan

Dinas Perikanan 
Kabupaten Pacitan

Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan, Pemuda 
dan Olahraga 
Kabupaten Pacitan

Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Pacitan

Badan
Pusat
Statistik
Kabupaten
Pacitan

Dinas Koperasi, 
Usaha Mikro dan 
Perindustrian 
Kabupaten Pacitan

Dinas Sosial 
Kabupaten Pacitan

Dinas Perdagangan 
dan Tenaga Keija 
Kabupaten Pacitan

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian 
Kabupaten Pacitan

Dinas Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 
Kabupaten Pacitan

Dinas Perikanan 
Kabupaten Pacitan

Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan, 
Pemuda dan 
Olahraga
Kabupaten Pacitan

Laporan 
tahunan 
Perangkat 
Daerah dan Data 
Badan Pusat 
Statistik



Dinas
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa Kabupaten 
Pacitan

Persentase
pertumbuhan
PAD

Pertumbuhan PAD 
adalah pertumbuhan 
Pendapatan Asli 
Daerah ditahun 
tertentu terhadap nilai 
tahun sebelumnya.

-  ___i

Badan Keuangan 
Daerah Kabupaten 
Pacitan

Dinas Kesehatan 
Kabupaten Pacitan

Dinas Perhubungan 
Kabupaten Pacitan

Dinas Perdagangan 
dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Pacitan

Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten 
Pacitan

Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten 
Pacitan

Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan, Pemuda 
dan Olahraga 
Kabupaten Pacitan

Dinas Perikanan 
Kabupaten Pacitan

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang Kabupaten 
Pacitan

Dinas Ketahanan 
Pangan dan Pertanian 
Kabupaten Pacitan

Badan
Keuangan
Daerah
Kabupaten
Pacitan

Dinas Kesehatan 
Kabupaten Pacitan

Dinas Perhubungan 
Kabupaten Pacitan

Dinas Perdagangan 
dan Tenaga Keija 
Kabupaten Pacitan

Satuan Polisi 
Pamong Praja 
Kabupaten Pacitan

Dinas Komunikasi 
dan Informatika 
Kabupaten Pacitan

Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan, 
Pemuda dan 
Olahraga
Kabupaten Pacitan

Dinas Perikanan 
Kabupaten Pacitan

Dinas Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan Ruang 
Kabupaten Pacitan

Dinas Ketahanan 
Pangan dan

Laporan 
tahunan 
Perangkat 
Daerah dan Data 
Statistik



RSUD dr.Darsono 
Pacitan

Dinas Koperasi, Usaha 
Mikro, dan 
Perindustrian 
Kabupaten Pacitan

Pertanian 
Kabupaten Pacitan

RSUD dr.Darsono 
Pacitan

Dinas Koperasi, 
Usaha Mikro, dan 
Perindustrian 
Kabupaten Pacitan

PDRB 
Pertanian, 
Kehutanan 
dan Perikanan

Semua barang dan 
jasa yang berasal dari 
sektor pertanian, 
kehutanan dan 
perikanan sebagai 
hasil dari kegiatan- 
kegiatan ekonomi di 
sektor pertanian, 
kehutanan dan 
perikanan yang 
beroperasi di wilayah 
domestik, tanpa 
memperhatikan 
apakah faktor 
produksinya berasal 
dari atau dimiliki oleh 
penduduk daerah 
tersebut, merupakan 
produk domestik 
daerah yang 
bersangkutan. 
Pendapatan yang 
timbul oleh karena 
adanya kegiatan 
produksi tersebut 
merupakan 
pendapatan domestik.

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian 
Kabupaten Pacitan

Dinas Perikanan 
Kabupaten Pacitan

Badan
Pusat
Statistik
Kabupaten
Pacitan

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian 
Kabupaten Pacitan

Dinas Perikanan 
Kabupaten Pacitan

Laporan 
tahunan 
Perangkat 
Daerah dan Data 
PDRB Badan 
Pusat Statistik



PDRB
Perdagangan 
besar dan 
eceran

Semua barang dan 
jasa yang berasal dari 
sektor perdagangan 
besar dan eceran 
sebagai hasil dari 
kegiatan-kegiatan 
ekonomi di sektor 
perdagangan besar 
dan eceran yang 
beroperasi di wilayah 
domestik, tanpa 
memperhatikan 
apakah faktor 
produksinya berasal 
dari atau dimiliki oleh 
penduduk daerah 
tersebut, merupakan 
produk domestik 
daerah yang 
bersangkutan. 
Pendapatan yang 
timbul oleh karena 
adanya kegiatan 
produksi tersebut 
merupakan 
pendapatan domestik.

Dinas Koperasi, 
Usaha Mikro dan 
Perindustrian 
Kabupaten Pacitan

Dinas
Perdagangan dan 
Tenaga Keija 
Kabupaten Pacitan

Badan
Pusat
Statistik
Kabupaten
Pacitan

Dinas Koperasi, 
Usaha Mikro dan 
Perindustrian 
Kabupaten Pacitan

Dinas Perdagangan 
dan Tenaga Keija 
Kabupaten Pacitan

Laporan 
tahunan 
Perangkat 
Daerah dan Data 
PDRB Badan 
Pusat Statistik

PDRB Industri 
Pengolahan

Semua barang dan 
jasa yang berasal dari 
sektor industri 
pengolahan sebagai 
hasil dari kegiatan- 
kegiatan ekonomi di 
sektor industri 
pengolahan yang 
beroperasi di wilayah 
domestik, tanpa 
memperhatikan

Dinas Koperasi, 
Usaha Mikro dan 
Perindustrian 
Kabupaten Pacitan

Badan
Pusat
Statistik
Kabupaten
Pacitan

Dinas Koperasi, 
Usaha Mikro dan 
Perindustrian 
Kabupaten Pacitan

Laporan 
tahunan 
Perangkat 
Daerah dan Data 
PDRB Badan 
Pusat Statistik



apakah faktor 
produksinya berasal 
dari atau dimiliki oleh 
penduduk daerah 
tersebut, merupakan 
produk domestik 
daerah yang 
bersangkutan. 
Pendapatan yang 
timbul oleh karena 
adanya kegiatan 
produksi tersebut 
merupakan 
pendapatan domestik.

Indeks Daya
Saing
Pariwisata

Indeks yang mengatur 
kemampuan daya 
saing pariwisata suatu 
daerah berdasarkan 
aspek yaitu Human 
Tourist Indicator (HTI), 
Price Competitiveness 
Indicator (PCI), 
Infrastructure 
Development Indicator 
(IDI), Environment 
Indicator (El), 
Technology
Advancement Indicator 
(TAI), Human 
Resources Indicator 
(HRI), Openness 
Indicator (OI), dan 
Social Development 
Indicator (SDI).

Dinas
Kebudayaan, 
Kepemudaan 
Olahraga dan 
Pariwisata 
Kabupaten Pacitan

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang Kabupaten 
Pacitan

Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Pacitan

Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten 
Pacitan

Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten 
Pacitan

Dinas Kesehatan 
Kabupaten Pacitan

Dinas Perdagangan 
dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Pacitan

Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
Kabupaten
Pacitan

Dinas Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan Ruang 
Kabupaten Pacitan

Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Pacitan

Satuan Polisi 
Pamong Praja 
Kabupaten Pacitan

Dinas Komunikasi 
dan Informatika 
Kabupaten Pacitan

Dinas Kesehatan 
Kabupaten Pacitan

Dinas Perdagangan
dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Pacitan

Data aspek daya 
saing pariwisata:

1. Human 
Tourist
Indicator (HTI)

2. Price 
Competitivene 
ss Indicator 
(PCI)

3. Infrastructure 
Development 
Indicator (IDI)

4. Environment 
Indicator (El)

5. Technology 
Advancement 
Indicator 
(TAI),

6. Human 
Resources 
Indicator (HRI)

7. Openness 
Indicator (OI)



Dinas Koperasi, Usaha 
Mikro dan 
Perindustrian 
Kabupaten Pacitan

Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Pacitan

Dinas Koperasi, 
Usaha Mikro dan 
Perindustrian 
Kabupaten Pacitan

Dinas Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 
Kabupaten Pacitan

8. Social
Development 
Indicator (SDI)

ICOR Parameter ekonomi 
makro yang 
menggambarkan rasio 
investasi 
kapital/modal 
terhadap hasil yang 
diperoleh {output), 
dengan menggunakan 
investasi tersebut. 
ICOR juga bisa 
diartikan sebagai 
dampak penambahan 
kapital terhadap 
penambahan sejumlah 
output (keluaran).

Dinas Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu

Dinas Perdagangan 
dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Pacitan

Dinas Koperasi, Usaha 
Mikro dan 
Perindustrian 
Kabupaten Pacitan

Dinas Ketahanan 
Pangan dan Pertanian 
Kabupaten Pacitan

Dinas Perikanan 
Kabupaten Pacitan

Badan
Pusat
Statistik
Kabupaten
Pacitan

Dinas Komunikasi 
dan Informatika 
Kabupaten Pacitan

Dinas Perdagangan 
dan Tenaga Keija 
Kabupaten Pacitan

Dinas Koperasi, 
Usaha Mikro dan 
Perindustrian 
Kabupaten Pacitan

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian 
Kabupaten Pacitan

Dinas Perikanan 
Kabupaten Pacitan

Laporan 
tahunan 
Perangkat 
Daerah dan Data 
Statistik



VISI •
• MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA dan BAHAGIA

MISI •
• M enciptakan Birokrasi Pem erintah yang Inovatif, Profesional dan M elayani

Kinerja
Utama IKU Penjelasan/

Formulasi

Perangkat Daerah Penanggungjawab 
Capaian Kinerja

Penyedia Data Capaian
Keterangan

Utama Pendukung Utam a Pendukung
1 2 3 4 5 6 7 8

Mewujudkan 
tata kelola 
pemerintahan 
yang inovatif, 
profesional 
dan responsif

Indeks SPBE Instrumen penilaian yang 
digunakan untuk mengukur 
kemajuan pelaksanaan 
Sistem Pemerintah Berbasis 
Elektronik pada instansi 
Pusat dan Pemerintah 
Daerah

Dinas
Komunikasi dan 
Informatika 
Kabupaten 
Pacitan

Sekretariat Daerah 
Kabupaten Pacitan

Semua Perangkat 
Daerah

Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur
Negara dan
Reformasi
Birokrasi

Sekretariat Daerah 
Kabupaten Pacitan

Dinas Komunikasi 
dan Informatika 
Kabupaten Pacitan

Semua Perangkat 
Daerah

Hasil
evaluasi dari 
KemenpanRB

Nilai IKM Indeks kepuasan masyarakat 
dapat dipergunakan sebagai 
tolak ukur untuk menilai 
tingkat kualitas pelayanan 
yang diberikan kepada 
masyarakat oleh instansi 
pemerintah

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Pacitan

Dinas
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten 
Pacitan

Kecamatan

Semua Perangkat 
Daerah

Semua
Perangkat
Daerah

Hasil
evaluasi dari 
KemenpanRB

Indeks
Profesional
Aparatur

Ukuran statistik yang 
menggambarkan kualitas 
ASN yang berdasarkan 
kualifikasi pendidikan, 
kompetensi, kineija dan 
kedisiplinan pegawai ASN 
dalam melakukan tugas 
jabatannya

Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Kabupaten
Pacitan

Semua Perangkat 
Daerah

Badan
Kepegawaian
dan
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 
Kabupaten 
Pacitan

Semua Perangkat 
Daerah

Hasil
evaluasi dari 
KemenpanRB

Nilai SAKIP SAKIP adalah Sistem 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintahan,

Badan
Perencanaan,
Pembangunan,

Bagian Organisasi 
Sekretariat Daerah 
Kabupaten Pacitan

Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur

Bagian Organisasi 
Sekretariat Daerah 
Kabupaten Pacitan

Hasil
evaluasi dari 
KemenpanRB



dimana sistem ini 
merupakan integrasi dari 
sistem perencanaan, sistem 
penganggaran dan sistem 
pelaporan kinerja yang 
selaras dengan pelaksanaan 
sistem akuntabilitas 
keuangan.

Penelitian, dan
Pengembangan
Daerah
Kabupaten
Pacitan

Inspektorat 
Kabupaten Pacitan

Semua Perangkat 
Daerah

Negara dan
Reformasi
Birokrasi

Inspektorat 
Kabupaten Pacitan

Semua Perangkat 
Daerah

Badan Perencanaan, 
Pembangunan, 
Penelitian, dan 
Pengembangan 
Daerah Kabupaten 
Pacitan

Opini BPK Pemyataan profesional 
pemeriksa mengenai 
kewajaran informasi 
keuangan yang disajikan 
dalam laporan keuangan 
yang didasarkan pada:
1. Kesesuaian dengan 

standar akuntansi 
pemerintahan;

2. Kecukupan 
pengungkapan (adequate 
disclosures)',

3. Kepatuhan terhadap 
peraturan perundang- 
undangan;

4. Efektifitas sistem 
pengendalian intern.

Inspektorat
Kabupaten
Pacitan

Badan Keuangan 
Daerah 
Kabupaten 
Pacitan

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Pacitan

Semua Perangkat 
Daerah

Badan
Pemeriksa
Keuangan

Inspektorat 
Kabupaten Pacitan

Badan Keuangan 
Daerah Kabupaten 
Pacitan

Semua Perangkat 
Daerah

Hasil
evaluasi dari 
KemenpanRB

Maturitas
SPIP

Tingkat maturitas 
penyelenggaraan SPIP 
merupakan kerangka kerja 
yang memuat karakteristik 
dasar yang menunjukkan 
tingkat kematangan

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Pacitan

Inspektorat 
Kabupaten Pacitan

Badan
Perencanaan,
Pembangunan,

Badan
Pengawasan
Keuangan dan
Pembangunan
Kabnpaten
Pacitan

Inspektorat 
Kabupaten Pacitan

Semua Perangkat 
Daerah

Hasil
evaluasi dari 
KemenpanRB



penyelenggaraan SPIP yang 
terstruktur dan 
berkelanjutan. Tingkat 
maturitas ini dapat 
digunakan paling tidak 
sebagai:
1. Instrumen evaluatif 

penyelenggaraan SPIP
2. Panduan generik untuk 

meningkatkan maturitaas 
sistem pengendalian 
intern.

Penelitian, dan 
Pengembangan 
Daerah Kabupaten 
Pacitan

Semua Perangkat 
Daerah

__________________

Persentase 
Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah desa 
yang mempunyai 
ketersediaan dan akses 
terhadap pelayanan dasar 
yang mencukupi, 
infrastruktur yang memadai, 
aksesbilitas/transportasi 
yang tidak sulit, pelayanan 
umum yang bagus, serta 
penyelenggaraan 
pemerintahan yang sudah 
sangat baik.

Dinas
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa Kabupaten 
Pacitan

Dinas Pendidikan 
Kabupaten Pacitan

Dinas Kesehatan 
Kabupaten Pacitan

Satuan Polisi 
Pamong Praja 
Kabupaten Pacitan

Dinas Sosial 
Kabupaten Pacitan

Dinas Perumahan, 
Kawasan
Permukiman dan 
Pertanahan 
Kabupaten Pacitan

Dinas Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan Ruang 
Kabupaten Pacitan

Dinas
Pcrdagangan dan 
Tenaga Kerja

Kementerian 
Desa, PDT dan 
Transmigrasi

____________________

Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa Kabupaten 
Pacitan

Dinas Pendidikan 
Kabupaten Pacitan

Dinas Kesehatan 
Kabupaten Pacitan

Satuan Polisi 
Pamong Praja 
Kabupaten Pacitan

Dinas Sosial 
Kabupaten Pacitan

Dinas Perumahan, 
Kawasan
Permukiman dan 
Pertanahan 
Kabupaten Pacitan

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang Kabupaten

1. Data profil 
desa

2. Hasil 
evaluasi 
dari
Kementeri 
an Desa 
PDT dan 
Transmigr 
asi
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Kabupaten Pacitan

Dinas Koperasi, 
UMKM, dan
Perindustrian 
Kabupaten Pacitan

Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan, 
Pemuda dan
Olahraga
Kabupaten Pacitan

Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Pacitan

Badan
Penanggulangan 
Bencana Daerah 
Kabupaten Pacitan

Kecamatan

Pacitan

Dinas Perdagangan 
dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Pacitan

Dinas Koperasi, 
UMKM, dan
Perindustrian 
Kabupaten Pacitan

Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan,
Pemuda dan
Olahraga Kabupaten 
Pacitan

Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Pacitan

Badan
Penanggulangan 
Bencana Daerah 
Kabupaten Pacitan

Kecamatan

BUPATI PACITAN 

t td

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA 
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN 

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

KOP SURAT SESUAI PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA (nama PD) KABUPATEN PACITAN 
NOMOR: / / /2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
DI LINGKUNGAN (nama PD) KABUPATEN PACITAN

KEPALA (..nama PD...) KABUPATEN PACITAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan
Bupati Nomor ..... Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kineija
Utama dan Indikator Kineija Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2021-2026, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU 
Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala (...nama PD...) 
Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di 
Lingkungan (...nama PD...) Kabupaten Pacitan.

Mengingat : 1...........................
2...........................
3........................... dst.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KEPALA (...nama PD...) KABUPATEN PACITAN TENTANG 
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (...nama 
PD...) KABUPATEN PACITAN.

KESATU : Indikator Kineija Utama di lingkungan (...nama PD...) Kabupaten 
Pacitan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kineija Utama sebagaimana dimaksud pada diktum 
“KESATU”, merupakan acuan ukuran kineija digunakan oleh (...nama 
PD...) Kabupaten Pacitan dalam:
a. menetapkan rencana kineija tahunan;
b. menyampaikan rencana keija dan anggaran;
c. menyusun dokumen penetapan kineija;
d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
e. melakukan evaluasi pencapaian kineija sesuai dengan dokumen 

Rencana Strategis (Renstra) (...nama PD...) Kabupaten Pacitan Tahun 
2021-2026.



KETIGA

KEEMPAT

Indikator Kineija Utama sebagaimana dimaksud pada diktum 
“KESATU”, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama 
Pemerintah Kabupaten Pacitan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan 
Kepala (...nama PD...) Kabupaten Pacitan.
a. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan,
b. dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan 
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal - - 2022

(Kepala Perangkat Daerah)
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Nama
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pangkat



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA (nama PD) KABUPATEN PACITAN 
NOMOR: /  / /2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (nama PD) KABUPATEN PACITAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (.....nama PD..)

Nama SKPD
Tugas
Fungsi 1 ............

2 ............

3. Dst.

NO SASARAN STRATEGIS IKU Perangkat 
Daerah

Penanggungjawab Sumber
Data

Keterangan
Sasaran RPJMD yang 

diacu
Sasaran RENSTRA PD

ai dengan aslinya
u m ,

TORO. SH.. M.Si
3embina 
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(Kepala Perangkat Daerah)

ttd

Nama
NIP.

pangkat
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